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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

  Dari rangkaian pembahasan dari bab sebelumnya, dapat kita tarik 

kesimpulan guna menjawab rumusan masalah, sebagai berikut: 

1.1 Gubernur Provinsi Bali tidak memiliki kewenangan untuk secara mutlak 

mengatur mengenai Hari Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Keagamaan di 

wilayah Provinsi Bali melalui Surat Edaran yang dikeluarkannya secara rutin 

setiap tahun. Hal tersebut bukan menjadi wewenang Gubernur Bali 

dikarenakan telah diatur dalam pasal 9 angka 2 Undang-Undang 23 tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pemerintahan Absolut 

adalah sepenuhnya menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat. Meskipun 

dalam penyelenggaraannnya Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat 

di daerah, namun dengan alasan Sila ke 5 Pancasila yakni leadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut seharusnya tetap diatur oleh 

pemerintah pusat.  

1.2 Adapun dalam pasal 10 UU terkait disebutkan bahwa yang menjadi Urusan 

Pemerintah Absolut meliputi: Politik Luar Negri, Pertahanan, Keamanan, 

Yustisi, Moneter dan Fiskal, dan Agama. Selain hal gersebut, Surat Edaran 

yang secara rutin dikeluarkan oleh Gubernur Bali seharusnya tidak dapat 

dijadikan dasar hukum yang mengesampingkan aturan Hari Libur dan Cuti 

Bersama yang dikelurkan oleh Pemerintah Pusat melalui SK 3 Menteri yang 

memang dimandatkan melalui perintah Keppres No. 251 Tahun 1967 yang 

mewajibkan Menteri Agama untuk menentukan tanggal libur nasional 

adalah dalam rangka menentukan tanggal hari-hari raya keagamaan yang 

jumlah harinya telah ditentukan oleh Keppres No. 251 Tahun 1967 Keppres 
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jo. No. 10 Tahun 1971 jo. Keppres No. 3 Tahun 1983 dan Keppres Nomor 

19 Tahun 2002. Adapun Surat Edaran termasuk Surat Edaran yang 

dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Bali bukan peraturan perundang-

undangan (regeling), bukan pula keputusan tata usaha negara (beschikking), 

melainkan sebuah peraturan kebijakan. “Masuk peraturan kebijakan 

(beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo 

wetgeving)”. “Beleidsregel dan pseudo wetgeving adalah produk hukum 

yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan 

perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk 

membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan.” Dari hal-hal 

tersebut diatas, maka Gubernur Bali telah mengesampingkan aturan Libur 

dan Cuti Bersama Hari Raya Keagamaan yang dikeluarkan melalui SK 3 

Menteri dengan selalu mengeluarkan Surat Edaran yang seharusnya hanya 

memiliki kekuatan untuk melengkapi aturan diatasnya namun lama 

kelamaan malah menjadi pedoman libur dan cuti bersama di wilayah 

Provinsi Bali.  

1.3 Selain itu, dengan diselenggarakannya penentuan hari libur dan cuti bersama 

secara lokal di provinsi Bali. Dalam hal ini dilakukan secara terus-menerus 

tanpa adanya tindak lanjut dari pemerintah pusat, maka hal ini dapat memicu 

gubernur daerah lain untuk membuat surat edarannya sendiri guna mengatur 

hari libur dan cuti bersaa hari raya keagamaan di provinsinya. Selain itu hal 

ini dapat menjadi sumber diskriminasi bagi warga negara pemeluk agama 

Hindu diluar Bali, dan agama-agama lain.  

1.4 Upaya yang dapat dilakukan terhadap Surat Edaran Gubernur Bali yang 

dikelarkan secara rutin setiap tahunnya adalah belum ada. Hal tersebut dapat 

terjadi sebab bila dilihat dari pemaparan di bab 4 terutama bagian wewenang 

MA dalam melakukan pengujian terhadap isi peraturan perundang-undangan 

dibawah Undang-Undang. Sedangkan kedudukan Surat Edaran termasuk 

Surat Edaran Gubernur Bali terhadap pengaturan hari libur dan cuti bersama 
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hari raya keagamaan adalah tidak termasuk dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan berdasarkan UU no 121 tahun 2011.  

 

2. Saran 

2.1 Dalam hal sistematis, pemerintah pusat melalui menteri dalam negri dapat 

memberikan teguran kepada pemerintah provinsi Bali, terutama Gubernur. 

Hal tersebut guna menanggapi Surat Edaran yang dikeluarkan dan 

diberlakukan oleh Gubernur bersangkutan secara terus menerus setiap 

tahunnya.  

2.2 Selain berupa teguran, guna menghambat terjadinya penerapan hari libur 

dan cuti bersama hari raya keagamaan yang bersifat sepihak oleh Gubernur 

daearah lain. Maka pemerintah pusat dapat membuat aturan berupa 

Undang-Undang atau Kepres yang menyatakan apakah hari libur dan cuti 

bersama hari raya keagamaan dapat ditambah jumlahnya melalui surat 

edaran gubernur. Atau sekurang-kurangnya mengatur jumlah maksimal 

penambahan hari libur dan cuti bersama hari raya keagamaan oleh 

Gubernur melalui Surat Edaran. 

 

Harapan penulis, dengan dilaksanakannya kedua saran tersebut, maka 

akan timbul kepastian hukum dan dapat semakin mewujudkan rasa keadilan 

sosial di masyarakat sesuai dengan yang diamalkan oleh dasar negara kita 

Pancasila dalam silanya yang ke 5 dan Pembukaan UUD 1945. Semoga karya 

ilmiah ini dapat berguna bagi para pembaca, sekian terimakasih. 
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